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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

1. Pengangkatan anak di tinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan Anak. Alasan untuk mengangkat anak karena pada 

dasarnya calon orang tua angkat tersebut ingin mengangkat anak untuk 

melengkapi kehidupan keluarga yang belum dikaruniai seoarang anak dan 

untuk meringankan beban dari orang tua kandungnya, sebelum anak ini jadi 

anak terlantar maka diangkatlah anak ini oleh calon orang tua angkat. Anak 

angkat diperlakukan selayaknya anak kandung sendiri dan tidak akan menyiksa 

atau maksud lain selain demi masa depan anak semata karena anak adalah 

titipan Allah dan bersyukur atas karunia tersebut. 

2. Faktor  yang menjadi kendala dalam proses pengangkatan anak di tinjau dari 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kendala 

yang dihadapi dalam proses pengangkatan anak yaitu dokumen orang tua 

kandung yang tidak lengkap disebabkan karena tidak adanya buku nikah untuk 

kelengkapan berkas, kendala-kendala yang lain juga dalam hal pengangkatan 

anak pada prinsipnya oleh Calon Orang Tua Adopsi (COTA) atau calon orang 

tua angkat, yaitu apabila ada   perbedaan   agama   antara   calon   anak   angkat   

dengan   calon   orang   tua   angkat.  

5.2 Saran 

1. Bagi para pemerintah apabila orang tua anak bersangkutan tidak diketahui 

adanya atau nyatanya tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya 



59 

 

ataupun tidak ada pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan kewajiban 

tersebut maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab 

negara, sehingga kesejahteraan anak dapat terjamin dan anak tersebut 

terlindungi dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak 

itu sendiri. 

2. Bagi pemohon yang akan melakukan pengangkatan anak dengan adanya tulisan 

tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak ini dapat memberikan manfaat 

dan tambahan ilmu pengetahuan mengenai proses pelaksanaan pengangkatan 

anak yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia sehingga amanat dari Undang-Undang Kesejahteraan Anak dapat 

terlaksana untuk kepentingan terbagi bagi anak di masa yang akan datang .   
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